




Indonesia merupakan negara hukum dimana hukum menjadi panglima tertinggi 
negara. Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat 
bernegara. Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari 
segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. 
Hukum sengaja dibentuk untuk melindungi keteraturan dalam masyarakat, agar 
dapat terwujud keseimbangan dalam masyarakat dimana masyarakat tidak bisa 
sebebas-bebasnya dalam bermasyarakat, mesti ada batasan agar ketidakbebasan 
tersebut dapat menghasilkan keteraturan. Mustahil suatu Negara mampu berdiri tanpa 
kehadiran  hukum di dalamnya, sebab masyarakat Negara tersebut membutuhkan 
hukum, hukum pun membutuhkan masyarakatnya. . Ibi ius ibi societis dimana ada 
masyarakat disitu ada hukum1. Jadi hukum ada untuk kepentingan diri sendiri, orang 
lain dan kepentingan bersama. 
Norma hukum dalam masyarakat dianggap sebagai peraturan hidup yang bersifat 
memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas2. Peraturan yang timbul dari norma hukum 
dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap or  ang dan pelaksanaanya dapat 
1 Prof.Dr. Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum 
2 Yulies Tiena Masriani, 2004,  Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 5 
2 
 
dipertahankan dengan segala paksaaan oleh alat – alat Negara3 agar dapat senantiasa 
ditegakkan, dihormati, dan ditaati di bawah sebuah payung yang dinamakan Negara. 
Negara yang berdaulat berdiri di atas sebuah kontrak sosial antar warganegara 
(citizen). Warganegara yang telanjur terikat dalam sebuah kesepakatan bersama hidup 
serta berkarya di bawah payung negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam 
penyelenggaraan negara. 
Demi kelancaran operasionalisasi penyelenggaraan negara, dipilihlah sebagian 
anggota warganegara untuk bersedia mengemban amanat menjadi penyelenggara 
negara (government). Warganegara dan penyelenggara negara masing-masing 
memiliki hak dan kewajiban, warganegara diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang 
disusun oleh penyelenggara negara dan berhak untuk mendapatkan pelayanan yang 
optimal dari penyelenggara negara. Sebaliknya, penyelenggara negara juga diwajibkan 
untuk mampu menyusun peraturan yang menciptakan ketertiban dan kenyamanan 
warganegara, serta melayani warganegara dengan seoptimal mungkin 4. 
Penyelenggara negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk 
negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik 
yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan 
penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring 
dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan 
pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga 
negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam 
                                                             
3 Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hal 33 
4 Huda, Ni’matul. 2009. Hukum Tata Negara Indonesia. Hlm 12-13  Jakarta: Rajawali Pers. 
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penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi 
pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin 
penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan 
korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan 
penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
5. 
Pelayanan  Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. 
dalam kehidupan bernegara, pemerintah  menjadi pelayan di dalam suatu negara ia 
tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri melainkan untuk masyarakat di dalam 
suatau negara itu. Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik 
yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau 
pun pelayanan-pelayanan lain dalam  rangka memenuhi kebutuhan masyarakat melalui 
aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan . 
Kesemuanya telah diatur dalam aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang ini berasaskan pada kepentingan umum, 
adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan 
kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak 
diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok 
rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dan bertujuan 
agar batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan 
kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, 
menjalankan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-
                                                             
5 Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
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asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan 
dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan 
publik. 
Dewasa ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai akibat 
dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya dan 
kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang dapat 
dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang 
semakin kritis. Hal itu dimungkinkan, karena semakin hari warga masyarakat semakin 
cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga. Kondisi 
masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi 
berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam 
mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah. Dalam kaitannya ini 
6Pemerintah modern, dengan kata lain, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada 
masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk 
melayani masyarakat. Memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan 
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. 
Satu hal yang belakangan ini sering dipermasalahkan adalah dalam bidang publik 
service (Pelayanan Umum), terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur 
pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sebagai service provider (Penyedia Jasa) 
bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas 
pelayanan (service quality) sebagaimana pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat 
                                                             
6 Rasyid Thaha, “Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah”,  Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 
1,  http://repository.unhas.ac.id diakses pada tanggal 29 April 2017  
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bukan hanya pelayanan jasa yang sesuai spesifikasi internal saja, akan tetapi spesifikasi 
yang digunakan harus mengacu kepada spesifikasi masyarakat. 
Pemberian palayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan memang 
menjadi bagian yang perlu dicermati. Saat ini masih sering dirasakan bahwa kualitas 
pelayanan minimum sekalipun masih jauh dari harapan masyarakat. Yang lebih 
memprihatinkan lagi, fenomena dalam masyarakat kita, yang masih saja terjadi. 
Pelayan-pelayan masyarakat  yang seharusnya melayani masyarakat dengan baik 
terkadang beberapa oknum dari mereka menyalahgunakan jabatan atau kedudukan 
yang diberikan negara kepada nya. sejumlah oknum memanfaatkan wewenang yang 
ada pada nya untuk mendapatkan suatu “keuntungan dari masyarakat” dengan  praktek-
praktek  yang  tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan  yang ada . sejumlah oknum 
nakal bahkan melakukan pungutan liar (pungli) pada masyarakat dengan cara-cara 
tertentu. 
Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak 
seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat 
atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi 
kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. Pungli biasa dilakukan oleh oknum 
tidak bertanggung jawab kepada masyarakat luas, hampir setiap pelayanan publik 
dikenakan tarif yang sebenarnya tidak patut untuk dikenakan biaya, banyak cara yang 
dilakukan oleh para oknum tidak bertanggung jawab, biasanya mereka meminta biaya 
yang tidak seharusnya dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat, kemudian para 
oknum biasanya menawarkan mempercepat proses pengurusan dokumen jika diberikan 
“ Pelicin” dari masyarakat yang akan mengurus suatu dokumen. Kemudian pungli juga 
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dapat muncul pada saat keadaan mendesak, maksut dari kata mendesak disini adalah 
biasanya pungli akan diminta oleh oknum tidak bertanggung jawab pada kondisi 
seseorang yang berada diposisi lemah karena kepentingan tertentu. 
Pungli juga dapat disebut sebagai bentuk pungutan liar yang tidak resmi, dimana 
tidak adanya landasan hukum untuk meminta keuntungan pada masyarakat, pungli juga 
disebut-sebut sebagai salah satu tindakan korupsi, dimana adanya pungutan tidak resmi 
yang di pungut oleh para oknum demi menguntungkan dirinya dengan melakukan 
ancaman kepada pihak yang lemah ataupun menjanjikan masyarakat dalam 
mempercepat pengurusan suatu dokumen tertentu.7 
Pungutan liar saat ini sudah sangat memprihatinkan karena merambah kemana-
mana mulai dalam tatanan pemerintah pusat, pemerintah proviunsi sampai dengan 
pemerintah kabupaten/kota diberbagai institusi dan kalangan birokrasi. Karena, 
berkembangnya pungutan liar berdampak memiskinkan negara secara tidak langsung, 
menurunkan nilai-nilai moral bangsa dan memupuk benih-benih korupsi.  Jika 
dibiarkan secara terus menerus akan membudaya dalam lini-lini kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Pungutan liar merupakan perbuatan yang sebenarnya merupakan suatu gejala 
sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan 
bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, 
secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat 
Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan 
gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli. 
                                                             
7 Kompas, dalam realita, http://kompas.com. Diakses pada tanggal 1 Juni 2017  
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Pada masa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban 
(1977-1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, 
penertiban aparat pemda dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan 
pelaksanaan penertiban ini ditugaskan kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur 
Negara, untuk mengkoordinir pelaksanaannya dan Pangkopkamtib untuk membantu 
Departemen/Lembaga pelaksanaanya secara operasional (Wijayanto, 2010:672). 
Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam 
konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk 
memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, 
atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 
Dalam berita : Jakarta - Presiden Joko Widodo datang ke kantor Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub). Kedatangan Jokowi terkait dengan operasi tangkap tangan 
yang dilakukan polisi terhadap pejabat di Kemenhub. 
Jokowi datang sekitar pukul 16.30 WIB, Selasa (11/10/2016) di Gedung 
Kemenhub, Jl Abdul Muis, Jakarta Pusat. Tak ada pernyataan yang disampaikan 
Jokowi yang bergegas naik ke lantai atas. 
Sebelum Jokowi sudah hadir lebih dulu Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan 
Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan. 
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan tangkap tangan 
di kementeriannya berkaitan dengan pungli perizinan. 
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"Satu bulan terakhir, kami mengindikasikan adanya satu pungli yang dilakukan 
di Kemenhub, berlaku pada perizinan di Laut dan Darat. Oleh karenanya kami dan 
beberapa tim melakukan penyelidikan dan penelitian, dan dari hasilnya kami bisa 
membawa bukti dari kecurangan tersebut," jelas Menhub Budi Karya kepada detikcom. 
Polisi juga menggeledah ruangan pelayanan publik di lantai 6 gedung direktorat 
Kemenhub. Tangkap tangan ini berawal dari informasi yang diberikan Menhub ke 
Kapolri.8 
Setelah kejadian oeprasi tangkap tangan yang dilakukan Tim Gabungan Mabes 
Polri dan Polda Metro Jaya di kantor Kementerian Perhubungan membawa dampak 
besar khususnya bagi revolusi hukum di Indonesia. Presiden  Jokowidodo langsung  
memerintahkan perbaikan fungsi pelayanan publik merespons banyaknya laporan 
praktik pungli di kementerian dan lembaga Negara. 
Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi 
budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Urgensi dalam fenomena 
hukum yang terjadi ini 9Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah 
menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan 
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. 
“Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Presiden,” 
bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres ini. Menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli mempunyai 
tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan 
                                                             
8 DetikNews, Polisi Tangkap Tangan Pungli Perizinan, Jokowi Datang Langsung ke Kemenhub, 
http://news.detik.com Diakses pada tanggal 1 Juni 2017 
9   Sumber: koran  Investor Daily Jumat, 21 Oktober 2016 
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mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang 
berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. 
Daerah malang sendiri 10Walikota Malang H. Moch Anton, mengukuhkan Tim 
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Tim Saber Pungli, Senin (9/1) di Ruang 
Sidang Balai Kota Malang. Tim yang dikukuhkan sebanyak 45 anggota dari berbagai 
elemen termasuk unsur Pemerintahan, Polisi, TNI hingga Akademisi masuk dalam tim 
yang bertujuan untuk memberantas praktik tindak pidana pungutan liar tersebut. Wali 
kota malang juga menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan kepada pemerintah 
jika menemui praktik pungli. Sehingga dari laporan tersebut, pemerintah bisa langsung 
menindaklanjuti bersama Tim Saber Pungli. 
Selain satgas saber pungli salah satu lembaga dan juga alat negara yang menjadi 
pelindung sekaligus pelayan masyarakat adalah lembaga kepolisian Republik 
Indonesia. Adanya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga kepolisian republik 
Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan praktek-praktek pungutan liar di 
sektor sektor pelayanan public sudah jelas terbukti dengan operasi tangkap tangan yang 
terlebih dahulu telah dilakukan oleh lembaga Negara  ini. 
Semboyan dari kepolisian Rastra Sewakottama, yang artinya abdi utama rakyat. 
Mengemban tugas negara untuk senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani 
masyarakat dengan baik menjadi motto dari lembaga negara kepolisian Republik 
Indonesia. Sulit rasanya memisahkan keeratan hubungan antara masyarakat dengan 
polisi. Polisi dan masyarakat bagaikan air dengan ikannya. Tidak ada masyarakat tanpa 
polisi. Sebaliknya, keberadaan polisi tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Dimana 
                                                             




ada masyarakat, disitulah terdapat institusi yang namanaya polisi ubi societas ubi 
politie. 11 
Kepolisian hanyalah salah satu dari sekian lembaga negara yang mana setiap 
lembaga tersebut mempunyai fungsi yang relatif berbeda. Walaupun demikian tugas 
utama dari setiap Lembaga Negara adalah sama, yaitu memberikan pelayanan kepada 
masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang aman, adil makmur dan sejahhtera. 
Dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan pelayanan oleh aparatur / lembaga/ 
pelayan-pelayan negara memiliki hak-hak yang mana harus dipenuhi dalam rangka 
kualitas penyelenggara pelayanan pemerintahan yang baik (Good Governance). 
Dengan kualitas pelayanan yang cepat, bersih dan transparan terhindar dari korupsi 
(termasuk pungutan liar) yang di lakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.  
Sebelum lahir atau adanya nya tim khusus yang penangangan nya memang di 
khususkan untuk fokus memberantas praktek-praktek pungutan liar, lembaga Polri 
sendiri memang sudah memiliki kewenangan untuk melalukan operasi tangkap tangan 
terkait praktek-praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak 
bertanggung jawab ke masyarakat . pemberantasan praktek pungutan liar yang 
dilakukan oleh kepolisian ini tentunya sangat terbantu dengan adanya intruksi oleh 
Presdien Jokowidodo untuk membentuk suatu tim yang di khususkan untuk 
menanggulangi masalah pungli.  Tetapi ada nya fakta hukum ini juga mengakibatkan 
kewenangan yang ada kepada lembaga kepolisian dan tim ini menjadi terbagi. 
Kewenangan nya yang ada pada kepolisian lalu lahir tim baru yang kewenangan nya 
ada padanya bahkan  kewenangan nya disini dikhsusukan untuk memberantas praktek-
                                                             




praktek tindak pidana pungutan liar. Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan 
terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan di Indonesia dan sulit 
rasanya membuktikan penegakkan hukum yang berkualitas jika aparatur negara nya 
masih mau disuap bahkan masyarakat juga tidak keberatan memberikan karena tidak 
mau repot dengan aturan-aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Upaya  
pemberantasan pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkannya, 
namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan demi memperbaiki sistem 
pelayanan public yang beritegrasi dan berkualitas. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitan 
dengan judul Harmonisasi Kewenangan Antara Lembaga Kepolisian Republic 
Indonesia Dan Tim Saber Pungli Dalam Upaya Pencegahan Praktek Pungutan Liar Di 
Sector-Sektor Pelayanan Public ( Studi Di Kota Malang ) 
B. Rumusan Masalah : 
1. Bagaimanakah harmonisasi kewenangan yang ada pada lembaga Polri dan Tim Saber 
Pungli dalam pencegahan dan pemberantasan praktek pungutan liar di sektor-sektor 
pelayanan publik? 
2. Apakah kewenangan yang ada antara lembaga Polri dan Satgas Saber Pungli menjadi 
overlapping / tumpah tindih kekuasaan terhadap pelaksaan tugas pencegahan dan 
pemberantasan praktek pungutan liar di sektor-sektor pelayanan publik?  
3. Apakah yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat bagi Polri dan bagi Tim 
Saber Pungli dalam pelaksanaan tugas mencegah dan memberantas praktek pungutan 
liar di sector-sektor pelayanan publik? 
C. Tujuan Penelitian : 
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1. Untuk mengetahui Bagaimanakah harmonisasi kewenangan yang ada pada lembaga 
Polri dan Tim Saber Pungli dalam pencegahan dan pemberantasan praktek pungutan 
liar di sektor-sektor pelayanan publik? 
2. Untuk mengetahui Apakah kewenangan yang ada antara lembaga Polri dan Satgas 
Saber  Pungli menjadi overlapping / tumpah tindih kekuasaan terhadap pelaksaan 
tugas pencegahan dan pemberantasan praktek pungutan liar di sektor-sektor pelayanan 
publik?  
3. Untuk mengetahui factor yang menjadi pendorong sekaligus kendala yang dihadapi 
polri dan satgas saber pungli dalam pelaksaan tugasnya  
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan tujuan yang telah penulis paparkan diatas maka penulis berharap penelitian 
ini memberikan manfaat serta kegunaan sebagai berikut : 
Manfaat Penelitian: 
a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan khazanah ilmu pengetahuan 
dan wawasan seputar dunia hukum 
b. Penelitian ini juga s ebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana, 
sekaligus menjadi lahan aktualisasi dan pengembangan pemikiran serta wawasan 
penulis dalam keilmuan hukum. 
Kegunaan Penelitian 
Diharapkan dengan lahirnya tulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta 
mengupgrade informasi seputar dunia Hukum di Indonesia sehingga dapat memberikan 
kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Penulisan hukum ini juga 
diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi kalangan praktisi maupun masyarakat pada 
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umumnya agar menjadi lebih paham hukum, lebih sadar hu  kum, lebih patuh hukum, 
sehingga dapat memperbaiki culture dan budaya hukum mendukung program pemerintah 
memberratas secara tegas tindak pidana pungutan liar serta pertimbangan objektif di kalangan 
masyarakat maupun praktisi hukum dalam memahami dan mengkritisi  kualitas pelayanan di 
sektor-sektor pelayanan publik. 
E. Metode Penulisan 
1. Penelitian Lapangan (Socio Legal Research) 
Metode pendekatan : 
Menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yakni melihat hukum 
sebagai perilaku manusia dalam masyarakat dengan analisa deskriptif kualitatif yaitu 
pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan 
dengan data yang diperoleh oleh penulis. 
2. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi yang dipilih penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum adalah di 
Pemkot Malang (Pemerintah Kota Malang) pada Bagian Hukum  beralamat di Jl. 
Tugu 1, Malang. dan Polresta Malang (Kepolisian Resor Kota Malang) yang 
beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprapto 19, Malang. Alasan pemilihan lokasi tersebut 
adalah penulis akan mendapatkan data yang akurat serta informasi - informasi guna 
untuk melengkapi bahan penulisan hukum. Dan juga untuk mengetahui bagaimana 
harmonisasi kewenangan antara Polri dan Tim Saber Pungli dalam Pencegahan 
Praktek Pungutan Liar di sektor-sektor pelayanan publik. 
3. Sumber Data 
Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut : 
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a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer dalam penulisan ini adalah pengumpulan informasi maupun 
data, doukumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain di lokasi 
penelitian mengenai tugas Polri dan Tim Satgas Saber Pungli kota Malang dalam 
pencegahan praktek pungutan liar pada sektor pelayanan publik . 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder pada penulisan ini adalah data hukum yang diperoleh 
melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan 
menelaah literatur, artikel, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan terkait masalah tindak pidana pungli maupun sumber lainnya yang 
berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. 
c. Sumber Data Tersier 
Sumber data tersier adalah data hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus, 
glossary, berita faktual dan lain-lain. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Observasi adalah sebuah cara pengumpulan data yang diperoleh oleh peneliti 
selama melakukan penelitian mengenai objek penelitian guna mendapatkan 
informasi maupun data yang akurat mengenai kerja Polri dan Tim Satgas Saber 
Pungli dalam pelaksanaan tugas pemberantasan dan pencegahan praktek pungli 




Yakni, sebuah cara memperoleh dan mengumpulkan data yang dilakukan oleh 
penulis melalui tanya jawab dengan narasumber yang berasal dari kepolisian 
resor kota Malang berinisial RD dengan jabatan Kanit IV / Pidsus Pidana Khusus 
Polres Malang Kota dan NW dengan jabatan KBO Satreskrim Polres Malang 
Kota yang menjadi anggota Tim Satgas Saber Pungli pada kelompok kerja Unit 
Pendindakan dan kelompok kerja Unit Yustisi , serta narasumber yang berasal 
dari unsur pemerintah kota berinsial TB yang menjadi anggota Tim Satgas Saber 
Pungli pada kelompok kerja Unit Intelejen dengan jabatan kepala bagian Hukum 
Kota Malang. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh 
penulis melalui data-data lain yang mendukung akan penelitian ini, yaitu berupa 
dokemen-dokumen maupun bukti dokementasi selama peneliti melakukan 
penelitian di Polresta Malang dan Pemkot Malang. 
d. Studi Kepustakaan 
Yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan 
penulisan ini dan menjadikan hal tersebut menjai landasan teoritis. 
e. Internet 
Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan melalui 
internet dan website untuk melengkapi bahan hukum dalam penulisan ini. 
5. Teknik Analisis Data 
Dengan data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif 
yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat 
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kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah 
yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh 
gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai. 
F. Sistematika Penulisan 
Rencana Sistematika Penulisan disesuaikan dengan Sistematika Penulisan Hukum yang 
bentuknya disesuaikan dengan sistematika dalam buku pedoman yaitu berupa : 
Bab I : Pendahuluan  
Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab ini pertama menjelaskan tentang 
latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dari 
penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode yang digunakan dalam penelitian, 
kerangka teori, sistematika penulisan. 
Bab II : Tinjauan Pustaka 
Bab ini merupakan kerangka dasar teori penulisan dalam menganalisa pembahasan pada 
bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada kerangka pemikiran atau teori – teori yang ada, 
pendapat para ahli dan berbagai sumber yang mendukung dalam penelitian ini, bab ini 
secara umum berisi hal – hal yang berhubungan dengan eksekusi pidana mati. 
Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini merupakan pembahasan atas permasalahan pokok yang ada dalam penulisan skripsi 
ini. menguraikan tentang hasil penelitian pembahasan mengenai bagaimana landasan 
hukum yang digunakan. 
Bab IV : Penutup 
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Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisikan kesimpulan 
dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran penulisan dalam 
menanggapi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
